LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI


	MODUL
	PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
 BARANG MILIK NEGARA (BMN)
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	Pendahuluan 

	
	
Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) merupakan kegiatan akhir dari siklus logistik sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan BMN.  Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BMN, maka penghapusan BMN dilakukan karena telah memenuhi persyaratan dan berbagai alasan serta pertimbangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan diantaranya adalah untuk menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar, sudah tidak rusak berat dan tidak ada nilai ekonomisnya lagi serta memakan tempat penyimpanan yang seharusnya dapat dipergunakan untuk menyimpan BMN lain yang lebih produktif.

Untuk memberikan pemahaman dan kemampuan bagi Perwira Menengah/PNS Gol. III yang bertugas di bidang Logistik dalam mengelola pemusnahan dan penghapusan BMN, maka dalam modul ini dibahas materi tentang pemusnahan yang meliputi: pengertian, persyaratan, prosedur usulan, tata cara pemusnahan dan administrasi pemusnahan BMN. Selain itu juga dibahas materi tentang penghapusan yang meliputi: pengertian, persyaratan, prosedur usulan, tata cara penghapusan dan administrasi penghapusan BMN.
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	Standar Kompetensi

	
	Mampu melaksanakan pemusnahan dan penghapusan BMN.

	
	


	[image: image4.wmf]
	Kompetensi  Dasar

	
	1. Memahami pemusnahan BMN.
Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan pengertian pemusnahan BMN.
b. Menjelaskan persyaratan pemusnahan BMN.
c. Menjelaskan prosedur usulan pemusnahan BMN.

d. Menjelaskan tata cara pemusnahan BMN.
e. Menjelaskan administrasi pemusnahan BMN.
2. Melakukan pemusnahan BMN.

Indikator Hasil Belajar :

a. Merencanakan usulan pemusnahan BMN.
b. Melakukan usulan pemusnahan BMN.
c. Melakukan pemusnahan BMN
d. Melaporkan hasil pemusnahan BMN.
3. Memahami pelaksanaan penghapusan BMN.

Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan pengertian penghapusan BMN.
b. Menjelaskan persyaratan penghapusan BMN.
c. Menjelaskan prosedur usulan penghapusan BMN.

d. Menjelaskan tata cara penghapusan BMN.
e. Menjelaskan administrasi penghapusan BMN
4. Melakukan penghapusan BMN.

Indikator Hasil Belajar :

a. Merencanakan usulan penghapusan BMN.
b. Melakukan usulan penghapusan BMN.
c. Melakukan penghapusan BMN
d. Melaporkan hasil penghapusan BMN.

	
	


	[image: image5.wmf]
	Materi  Pelajaran

	
	1. Pokok Bahasan 1:

Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN).

Sub Pokok Bahasan:

a. Pengertian pemusnahan BMN.
b. Persyaratan pemusnahan BMN.
c. Prosedur usulan pemusnahan BMN.

d. Tata cara pemusnahan BMN.
e. Administrasi pemusnahan BMN.
2. Pokok Bahasan 2:
Penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

Sub Pokok Bahasan:

a. Pengertian Penghapusan BMN.
b. Persyaratan penghapusan BMN.
c. Prosedur Usulan penghapusan BMN.
d. Tata Cara Penghapusan BMN.
e. Administrasi untuk usul penghapusan BMN.

	
	


	[image: image6.wmf]
	Metode Pembelajaran

	
	1. Metode curah pendapat

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi pemusnahan dan penghapusan.

2. Metode ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang pengertian, persyaratan, prosedur dan tata cara administrasi  pemusnahan dan penghapusan BMN.
3. Metode tanya jawab

Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi tentang tentang pengertian, persyaratan, prosedur dan tata cara administrasi pemusnahan dan penghapusan BMN.
4. Metode praktik
Metode ini digunakan untuk melatih keterampilan melaksanakan prosedur dan  tata cara pengadministrasian pemusnahan dan penghapusan BMN.
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	Alat, Media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat, Media dan Bahan:
a. Whiteboard.
b. Komputer/laptop.

c. LCD Projector dan screen.
d. Power Point/slide paparan.
e. Alat tulis.
f. Flip chart.
2. Sumber Belajar:
a. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

b. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 83/PMK-06/2016 Tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara (BMN).
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	Kegiatan Pembelajaran

	
	1. Tahap awal : 10  menit
a. Pendidik melaksanakan apersepsi:

1) Perkenalan.   
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran.   
3) Menyampaikan tugas yang harus diselesaikan perserta didik selama pembelajaran. 
b. Peserta didik menyimak, menanggapi dan melaksanakan instruksi pendidik.
2. Tahap inti : 410 menit 
Tahap inti 1: penyampaian materi pemusnahan dan penghapusan  (155 menit)
a. Pendidik menyampaikan materi tentang pengertian, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
b. Pendidik memberikan contoh prosedur dan tata cara administrasi pemusnahan dan penghapusan BMN.

c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk  bertanya tentang materi yang belum dipahami.
Tahap inti 2: praktik pelaksanaan pengadministrasian pemusnahan dan penghapusan (275 menit)
a. Pendidik membagi peserta didik menjadi 4 kelompok;

1) Kelompok satu membuat pengajuan usulan penghapusan kendaraan bermotor.
2) Kelompok dua membuat pengajuan usulan penghapusan alat mesin kantor.
3) Kelompok tiga pengajuan usulan penghapusan bangunan.
4) Kelompok empat membuat pengajuan pemusnahan obat-obatan.
b. Pendidik membagikan persoalan dan menginstrusikan masing-masing kelompok untuk mempraktikkan pengadministrasian pemusnahan dan penghapusan BMN
c. Pendidik memfasilitasi praktik;

d. Peserta didik secara kelompok mempraktikkan prosedur dan tata cara pengadministrasian pemusnahan dan penghapusan BMN.
e. Pendidik memberikan ulasan/tanggapan dan evaluasi hasil praktik.

3. Tahap akhir : 10 menit

a. Pendidik memberikan penguatan terhadap materi yang telah disampaikan 
b. Pendidik memberikan kesimpulan materi penghapusan.
c. Pendidik menutup pembelajaran.
4. Tahap penguasaan pengetahuan : 90 menit
Tes tertulis dalam bentuk obektif tes (pilihan ganda jawaban singkat) dan subektif (tes uraian).
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	Tagihan / Tugas

	
	Peserta didik secara kelompok mengumpulkan hasil praktik.
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	Lembar  Kegiatan

	
	Peserta didik dibagi menjadi empat kelompok, yang masing-masing kelompok ditugaskan sebagai berikut:

1. Kelompok satu membuat pengajuan usulan penghapusan kendaraan bermotor.
2. Kelompok dua membuat pengajuan usulan penghapusan alat mesin kantor.
3. Kelompok tiga pengajuan usulan penghapusan bangunan.
4. Kelompok empat membuat pengajuan pemusnahan obat-obatan.
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	Bahan  Bacaan

	
	POKOK BAHASAN 1 
PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
1. Pengertian-pengertian Berkait Pemusnahan BMN
a. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
b. BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban apbn atau berasal dari perolehan lainnya yang syah
c. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
d. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
e. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
f. 
Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
g. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
h. Kementerian negara, yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

i. 
Lembaga adalah organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

j. 
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
k. Pemindahtangan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
l. 
Daftar barang adalah daftar yang memuat data BMN.
m. Direktorat jenderal adalah direktorat jenderal di lingkungan kementerian keuangan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan BMN.
n. Direktur jenderal adalah direktur jenderal dilingkungan kementerian keuangan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan BMN.
o. Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
2. Ruang Lingkup
a. Meliputi tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN, yaitu:
1) 
Pemusnahan
BMN
yang
berada
pada Pengelola Barang;

2) 
Pemusnahan
BMN
yang
berada
pada Pengguna Barang;

b. Pemusnahan dan penghapusan BMN pada pengelola berasal:

1) 
Eks kepabeanan dan cukai;
2) 
Barang gratifikasi;
3) 
Barang rampasan negara;
4) 
Aset bekas milik asing/tionghoa;
5) 
Eks kontraktor kontrak kerja sama;
6) 
Aset eks pertamina;
7) 
Perjanjian kerjasama/karya pengusahaan pertambangan batubara;
8) 
Aset lain-lain.
3. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pengelola barang.

a. Menteri keuangan selaku pengelola barang memiliki   kewenangan dan tanggung jawab:

1) 
Memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pemusnahan BMN;
2) 
Menetapkan keputusan pemusnahan BMN yang berada pada pengelola Barang;
3) 
Melaksanakan pemusnahan BMN yang berada pada pengelola barang;
4) 
Menandatangani berita acara pemusnahan BMN yang berada  pada pengelola barang.
b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan clan tanggung jawab:

1) 
Mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang;

2) 
Mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;

3) 
Menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah menclapat persetujuan Pengelola Barang;

4) 
Melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah menclapat persetujuan Pengelola Barang;

9) 
Melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang kuasapengguna  berdasarkan keptusan Penghapusan BMN;
10) Menandatangani 
Berita  Acara
Pemusnahan
  BMN yang berada pada Pengguna Barang; 
11)  Melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang yang didelegasikan kepada Pengguna Barang.
12) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Pada no. 7) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural pada unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN, termasuk Kuasa Pengguna Barartg
13) Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada no. 8), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing­ masmg.

POKOK BAHASAN 2
PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

1. Prinsip Pemusnahan BMN
a. Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal:

1) 
BMN tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dan/ atau tidak dipindah tangankan;
2) 
Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Cara Pemusnahan BMN dilakukan dengan:

1) 
Dibakar;
2) 
Dihancurkan;
3) 
Ditimbun;
4) 
Ditenggelamkan;
5) 
Dirobohkan;
6) 
Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
d. Dilaporkan kepada Pengelola Barang, untuk Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang.
2. Pihak Pelaksana Pemusnahan BMN
Pemusnahan BMN dilaksanakan oleh:
a. Pengelola Barang, untuk BMN
yang berada pada Pengelola Barang;
b. Pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang, untuk BMN ang berada pada pengguna barang.
3. Objek Pemusnahan BMN
a. Bangunan.

b. Selain tanah dan atau bangunan yang berada pada pengelola barang pengguna barang.

4. Tatacara Pelaksanaan Pemusnahan BMN Yang Berada Pada Pengguna Barang 
a. Tahap Persiapan
1) 
Pengguna Barang melakukan persiapan pengaJuan permohonan Pemusnahan BMN meliputi:
a) 
melakukan penelitian  administratif,  meliputi penelitian data dan dokumen BMN dan 
b) 
melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN  yang  akan  dimusnahkan dengan data administratif, yang dituangkan dalam laporan basil penelitian.
2) 
Dalam rangka pelaksanaan Pemusnahan BMN, Pengguna Barang dapat membentuk tim internal.
3) 
Pengguna Barang mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
a)  pertimbangan dan alasan Pemusnahan BMN; dan 
b) data BMN yang akan dimusnahkan, sekurang­ kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
4) 
Permohonan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud harus disertai dokumen:
a) 
Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
· identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
· pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
· pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat  digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindahtangankan atau BMN harus · dilakukan Pemusnahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) 
fotokopi
dokumen  kepemilikan,
untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;
c) 
kartu
identitas
barang,
untuk  BMN yang arus dilengkapi dengan kartu identitas barang;
d) 
laporan kondisi barang;
e) 
foto terkini BMN.

5) 
Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud tidak ada, maka dapat digantikan dengan:
a) dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu atau;
b)  Surat Pernyataan bermeterai cukup ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada kementrian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa BMN yang akan dimusnahkan tersebut merupakan BMN pada Kermenterian/Lembaga bersangkutan
5. Persetujuan Pemusnahan BMN
a. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap  permohonan Pemusnahan BMN sebagaimana: dimaksud.
1) 
Penelitian sebagaimana dimaksud  meliputi penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Pemusnahan BMN;
2) 
Penelitian data BMN dan kelengkapan dokumen persyaratan; 
3) 
penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data dan  kondisi  BMN, jika diperlukan.
b. Berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dimaksud: 
1) 
dalam hal permohonan Pemusnahan BMN tidak  disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau 
2) 
dalam hal permohonan Pemusnahan BMN disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemusnahan BMN.
c. Surat persetujuan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat
1)  
pertimbangan dan alasan disetujuinya Pemusnahan BMN, 
2) 
data BMN yang disetujui untuk dimusnahkan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan 
3) 
kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang.
6. Pelaksanaan Pemusnahan BMN
a. Berdasarkan  persetujuan    Pemusnahan    BMN sebagaimana dimaksud, Pengguna Barang melakukan Pemusnahan BMN
b. Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Pemusnahan BMN, kecuali untuk BMN tertentu yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan
c. Pelaksanaan Pemusnahan BMN  sebagaimana  dimaksud  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pemusnahan
d. Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana  dimaksud sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
POKOK BAHASAN 3
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
1. Pengertian Penghapusan BMN
Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
2. Ruang Lingkup Penghapusan BMN
a. Penghapusan
BMN
yang
berada
pada Pengelola Barang;

b. Penghapusan
BMN
yang
berada
pada Pengguna Barang.
3. Prinsip Umum Penghapusan BMN
a. Penghapusan meliputi:
1) 
Penghapusan BMN dari daftar barang pengelola, dan
2) 
Penghapusan BMN dari daftar barang pengguna/kuasa   pengguna.
b. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
1) penyerahan kepada Pengelola Barang;

2) pengalihan
status
penggunaan
BMN kepada Pengguna Barang lain;

3) Pemindahtanganan;

4) adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

5) menjalankan ketentuan peraturan perundang­ undangan;

6) Pemusnahan;
7) sebab-sebab lain.
c. Penghapusan BMN dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.
d. Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk BMN yang dihapus karena : pengalihan status penggunaan, pemindahtanganan; atau pemusnahan.
e. Pelaksanaan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pengelola Barang

f. 
Sebab-sebab yang secara wajar menjadi penyebab penghapusan :
1) 
Hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
2) 
Mati untuk hewan, ikan dan tanaman;
3) 
harus dihapuskan untuk bangunan yang  berdiri  di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah  Daerah  karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
4) 
Harus dihapuskan untuk aset tetap renovasi (ATR) atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dipindahtangankan;
5) 
harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak  berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
6) 
harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi obyek pemanfaatan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
7) 
Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
8) 
Sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
g. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

h. Penghapusan BMN tidak mengganggu pelaksanaan tugas clan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
4. Pihak Pelaksana penghapusan

a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.
5. Objek Penghapusan BMN
a. Penghapusan dapat dilakukan terhadap BMN berupa :
1) tanah clan/atau bangunan;
2) selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
b. BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud termasuk tetapi tidak  terbatas pada BMN berupa perangkat lunak (software) komputer, lisensi, waralaba (franchise), hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
6. Tata Cara Penghapusan BMN
a. Persaratan ini meliputi, yaitu:
1) Ranmor dinas yang akan dihapuskan harus sudah dilakukan penetapan status penggunaan;
2) Ranmor dinas yang akan di usulkan harus minimal telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun dan tidak mengganggu dalam operasional satker;
3) Tidak perlu menunggu Ranmor dinas kondisinya rusak berat, apabila sudah memenuhi peryaratan usia minimal 7 (tujuh) tahun agar segera di usulkan hapus sehingga Ranmor tersebut masih mempunyai nilai ekonomis saat proses penghapusan dan layak dipergunakan;
4) Dikecualikan dari persyaratan usia minimal 7 (tujuh) tahun, Ranmor dinas dapat di hapus dalam hal Ranmor tersebut rusak berat dengan kondisi fisik/kelayakan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berwenang;
5) Foto berwarna enam arah (depan, belakang, kanan, kiri, mesindan rangka) terkini BMN;
6) Hasil pemeriksaan Nosin dan noka (cek fisik);
7) Surat pernyataan pengguna barangkuasa pengguna barang ang dibubui meterai tentang bertanggungawab penuh atas perkiraan nilai limit dan tidak mengganggu opsnal;
8) Surat pernyataan scrap apabila Ranmor dinas tersebut akan di scrap dengan mencantumkan berat Ranmor dan perkiraan nilai limit.
b. Penghapusan BMN Karena  Penyerahan Kepada Pengelola Barang
1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;
2) Berdasarkan Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan   BMN   dari    Daftar    Barang    Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;

3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima;

4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara;

5) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena penyerahan kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan;

6) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai  akibat dari Penghapusan BMN karena penyerahan kepada Pengguna Barang, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.
c. Penghapusan BMN Karena Pengalihan Status Penggunaan BMN Kepada Pengguna Barang Lain
1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima  Pengalihan Status Penggunaan BMN, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;
2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima;
4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara;
5) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena penyerahan kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/ atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan;

6) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai  akibat dari Penghapusan BMN karena penyerahan kepada Pengguna Barang, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.
d. Penghapusan BMN pemindahtanganan.
1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;

2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;

3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN disertai dengan:
a) Risalah lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penj ualan secara lelang;
b) Perjanjian penjualan dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang;
c) Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk tukar menukar atau Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
d) Naskah hibah dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara

5) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan

6) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan
e. Penghapusan BMN Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya
1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
a) 
Pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN;
b) 
Data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku
2) Permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
a) 
Salinan/fotokopi
putusan
pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang;

b) 
fotokopi dokumen kepemilikan, untuk bmn yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;

c) 
kartu  identitas  barang,
untuk bmn yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang
3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud tidak ada, maka dapat digantikan dengan :
a) dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;
b) Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kernenterian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan
4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud.
5) Penelitian sebagaimana dimaksud meliputi:
a) penelitian data dan dokumen BMN;

b) penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMN sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

c) penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif, jika diperlukan, guna  memastikan  kesesuaian  antara BMN yang menjadi objek  putusan  pengadilan dengan BMN yang menjadi objek permohonan Penghapusan.
6) Berdasarkan hasil  penelitian  sebagaimana  dimaksud:
a) dalam hal permohonan Penghapusan BMN tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengaj ukan permohonan disertai dengan alasannya;
b) dalam hal permohonan Penghapusan BMN disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMN.
7) Surat persetujuan Penghapusan  BMN  sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
a) pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan BMN;
b) data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku;

c) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
8) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola  Barang, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan;
9) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN, Pengguna Barang melakukan Penghapusan   BMN   dari   Daftar   Barang   Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
10) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN  ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN; 
11) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN,  Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara;
12) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/ atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan;
13) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran  dan Tahunan;
14) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud hanya dilakukan karena adanya putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap  dan  sudah  tidak ada upaya hukum lainnya, baik yang  dilakukan  oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengelola Barang.
f. 
Penghapusan BMN Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
1) 
Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
a) pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN;

b) data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
2) 
Permohonan Penghapusan BMN sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
a) fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;
b) kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud, maka dapat digantikan dengan:
a) dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;

b) Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural  yang berwenang
pada
Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.
4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud;
5) Penelitian sebagaimana dimaksud meliputi :
a) 
Penelitian data dan dokumen BMN;
b) 
Penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif, jika diperlukan.
6) Berdasarkan hasil  penelitian :
a) Dalam hal permohonan Penghapusan BMN tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya;
b) Dalam hal permohonan Penghapusan BMN disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMN.
7) Surat persetujuan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sekurang-kurangnya memuat :
a) Pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan BMN;

b) Data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;
c) Kewajiban Pengguna Barang untuk  melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang.
8) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sej ak tanggal  surat persetujuan.

9) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) , Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari  Daftar  Barang  Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

10) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 ( satu) bulan sej ak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN.

11) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

12) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/ atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.

13) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.
g. Penghapusan BMN Karena Pemusnahan
1) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan  BMN sebagaimana dimaksud dalam, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan;
2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN  dari  Daftar  Barang  Pengguna  dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Pemusnahan;
4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara;
5) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemusnahan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan;
6) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemusnahan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan;
7) Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain
8) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
c) pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN;
d) data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
h. Dalam hal permohonan Penghapusan BMN diajukan karena alasan :
1) hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair, permohonan dilengkapi dengan:
a) Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil;
c) pernyataan bahwa BMN telah hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair.
b) fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;

c) kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
2) mati untuk hewan, ikan, dan tanaman, permohonan dilengkapi dengan:
2) Surat keterangan kematian dari pihak atau instansi yang berwenang;
3) Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
1) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
2) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil;

3) pernyataan bahwa BMN berupa  hewan, ikan, dan tanaman telah mati  sehingga harus dilakukan Penghapusan.
i. 
harus dihapuskan untuk BMN  berupa  bangunan  yang berdiri di atas tanah Pihak  Lain  atau Pemerintah   Daerah    karena    tidak    dapat dilakukan Pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan :
1) Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
b) pernyataan mengenai tanggung jawab pernih atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil;

c) pernyataan bahwa BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pemindahtanganan, sehingga harus dilakukan pengapusan;
2) fotokopi dokumen kepemilikan;

3) kartu identitas barang;
4) fotokopi perj anjian antara Pengguna Barang dengan  Pihak  Lain  atau  Pemerintah  Daerah, jika ada;
5) surat pemberitahuan dari Pihak Lain atau Pemerintah Daerah terkait Penghapusan BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah milik Pihak Lain atau Pemerintah Daerah.
j. 
harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi pada BMN milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
1) Identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
2) Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil;

3) Pernyataan bahwa BMN berupa Aset Tetap Renovasi pada BMN milik Pihak Lain tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
k. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar, permohonan dilengkapi dengan:
1) Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil;
c) pernyataan bahwa BMN berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat  dan/atau membahayakan lingkungan sekitar dan belum tersedia anggaran untuk bangunan pengganti, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
2) fotokopi dokumen kepemilikan;

3) kartu identitas barang;

4) Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa  BMN  berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar.
l. 
harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah, permohonan dilengkapi dengan:
1) Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil;

c) pernyataan bahwa BMN berupa bangunan, berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan,
Bangun Guna Serah/Bangun  Serah  Guna  atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, sehingga harus dilakukan Penghapusan
2) fotokopi dokumen kepemilikan;
3) kartu identitas barang;

4) salinan surat perjanjian kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna atau kerjasama penyediaan infrastruktur.
m. Harus dihapuskan kareana anggaran bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, permohonan dilengkapi dengan:
1) Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
a) Identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
b) Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil;
c) Pernyataan bahwa BMN berupa bangunan yang akan direkonstruksi, sudah tersedia anggaran penggantinya dalam dokumen penganggaran, sehingga harus dilakukan Penghapusan
2) fotokopi dokumen kepemilikan;

3) kartu Identitas barang;

4) fotokopi dokumen penganggaran.
n. keadaan
kahar
(force majeure) permohonan clilengkapi dengan:
1) Surat keterangan dari instansi yang berwenang:
a) mengenai terjaclinya keadaan kahar (force majeu re);
b) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (fo rce  majeure).
2) Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang­kurangnya memuat:
a) Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
b) pernyataan mengenm tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang cliajukan, baik materiil maupun formil;
c) pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (fo rce  majeu re)
3) fotokopi dokumen  kepemilikan,  untuk  BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;

4) kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
o. Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud maka dapat digantikan dengan:
1) dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;
2) Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang
pada
Kernenterian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada Kernenterian/Lembaga bersangkutan.
p. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud.

q. Penelitian sebagaimana dimaksud meliputi: 
1) penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan BMN;

2) penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN;

3) penelitian fisik,untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif, kecuali untuk alasan hilang atau kecurian, jika diperlukan.
r. 
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana  dimaksud :
1) dalam hal permohonan Penghapusan BMN tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya;

2) dalam hal permohonan Penghapusan BMN disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMN.
s. Surat persetujuan Penghapusan BMN  sekurang-kurangnya  memuat:
1) pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan BMN;

2) data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku;

3) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang.
t. 
Dalam hal Penghapusan BMN  sebagaimana  dimaksud terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan   pemindahtanganan    sesuai    ketentuan peraturan perundang-undangan.

u. Dalam hal Penghapusan BMN  sebagaimana  dimaksud terdapat  bongkaran, Pengguna Barang melakukan pemindahtanganan sesuai dengan perjanjian pemanfaatan BMN antara Pengguna Barang dan mitra pemanfaatan.

v. Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan keputusan  Penghapusan  BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal  surat persetujuan.

w. Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN, Pengguna Barang melakukan Penghapusan  BMN .  dari   Daftar   Barang   Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
x. Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN.

y. Berdasarkan laporan Penghapusan BMN, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

z. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.

aa. Perubahan Daftar Barang Milik Negara  sebagai  akibat dari Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.
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	Rangkuman

	
	1. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
2. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
3. Persyaratan penghapusan dan Pemusnahan BMN
a. Selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut : 

b. Memenuhi persyaratan teknis

c. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; atau

d. Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman. 

4. Prosedur Usulan penghapusan dan Pemusnahan BMN
Salah satu contohnya sebagai berikut:
a. Kepala Kanwil DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat A.n. Menteri Keuangan melakukan penelitian usul penghapusan untuk menyetujui atau tidaknya usul penghapusan barang dari Kapolda.

b. Dalam hal usul penghapusan tidak disetujui, Kepala Kanwil DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat A.n. Menteri Keuangan memberitahukan kepada Kapolda disertai dengan alasannya. 

c. Dalam hal usul penghapusan disetujui, Kepala Kanwil DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat A.n. Menteri Keuangan atau U.p. Kepala KPKNL setempat menerbitkan surat persetujuan penghapusan. 

5. Tata Cara Penghapusan dan pemusnahan BMN Polri

a. Penghapusan atas BMN Polri di Tingkat Mabes.

b. Penghapusan atas BMN Polri di Tingkat Polda.

c. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang.
d. Penghapusan karena sebab-sebab lain.
e. Tata cara penghapusan Alutsista.
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	Soal Latihan

	
	1. Jelaskan pengertian pemusnahan dan penghapusan BMN!
2. Jelaskan persyaratan pemusnahan dan penghapusan BMN BMN!
3. Jelaskan prosedur usulan pemusnahan dan penghapusan BMN BMN!
4. Jelaskan tata cara pemusnahan dan penghapusan BMN BMN!
5. Jelaskan administrasi pemusnahan dan penghapusan BMN BMN!
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